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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disegala bidang merupakan program pemerintah Indonesia
yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi tingkat
kesenjangan pendapatan. Salah s.atu asas pembangunan berbunyi bahwa
pembangunan nasional harus berdasarkan kepercayaan dan kemampuan atau
kekuatan sendiri. Oleh karena itu segenap modal dan potensi dalam negeri harus
dimanfaatkan, digali dan diolah menjadi kekuatan nasional yang nyata.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu kemerataan pembangunan dan
hasil-has.ilnya dalam raqgka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan
prakarsa dan peran serta aktif masvarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi
daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah.

Indonesia mengembangkan sistem otonomi daerah guna membangun
semangat baru daerah-daerah propinsi untuk lebih mengembangkan daerahnya
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber
pendapatan daerahnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya lagi dengan pemerintah
pusat. Dikembangkannya sistem otonomi daerah ini secara tidak langsung membuat
setiap daerah propinsi untuk berkreatif dan berinovasi demi kemajuan daerah pada

khususnya dan Indonesia pada umumnya.



Sementara itu dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat serta
bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan
pengeluaran masyarakat semakin meningkat. Keadaan ini berarti semakin meningkat
pula pengeluaran pemerintah guna membiayai kegiatan yang semakin bertambah
tersebut. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber penerimaan
daerah yang salah satunya melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah' satu alat kebijakan penting bagi pemerintah daerah
dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung sasaran sebagai
berikut (Mohammad Zain; 2000 : 45), yaitu :

a. Pengalihan sumber-sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

b. Pendistribusian penghasilan secara riil dalam kelas-kelas penghasilan (vertical
equily) dan secara merata terhadap masyarakat yang berpenghasilan sama
(horizontal equity)

¢. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan
kerja.

Sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan
daerah, akibat peranan pemerintah yang semakin meluas dalam pembangunan
masing-masing daerah otonominya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu bagian dari sumber
penerimaan daerah di mana diatur dalam Undang-Undang No0.25/1999 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Komponen-komponen



)

sumber penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.
25/1999 adalah :
a) Pendapatan Asli Daerah
b) Dana Perimbangan
¢) Pijaman Daerah
d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Komponen di atas merupakan sumber penerimaan daerah otonom, di mana
diberikan Hak dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk ‘mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan
daerahnya masing-masing.
Adapun unsur-unsur dari Pendapatan Asli Daerah meliputi:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah
Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang
penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,
yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, dengan pembagian sebagai berikut (Suparmoko; 2001 : 62) yaitu :
1. Jenis pajak daerah propinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air



b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan .Bakar Kendaraan.Bermotor
2. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :
a. Pajak Hotel
b. Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup menentukan
adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu
daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat digali dan direalisasikan
sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk
meningkatakan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah
berupa bea balik nama k;andaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak ini adalah pergerakan

kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah



pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Sedangkan subjek pajak atau wajib
pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
besarnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama
ditetapkan sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor bukan umum. 10 persen
untuk kendaraan bermotor umum, dan 3 }sersen untuk kendaraan bermotor alat-alat
berat dan alat-alat besar. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan
kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 persen untuk kendaraan umum dan bukan
umum serta 0,3 persen untuk kendaraan alat-alat berat dan besar. Sedangkan untuk
tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan
sebesar 0,1 persen untuk kendaraan bukan umum, 0,1 persen untuk kendaraan umum
serta 0,03 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Bea
balik nama kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah daerah di wilayahnya
berdasarkan undang- undang yang berlaku.

Perkembangan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari

tahun1994/1995 sampai dengan 2003 dapat dilihat pada tabel 1. 1 berikut ini:



Tabel 1.-

l’cncrlmaan BBNKB Propinsi Sumatera Selatan

1994/1995-2003

Tahun BBNKB (Rp) Pertumbuhan (%)
1994/1995 21.763.921.000 -
1995/1996 32.401.665.000 48,88
1996/1997 35.978.732.000 11,03
1997/1998 39.881.161.000 10,84
1998/1999 14.536.506.000 -157,35
1999/2000 25.562.543.000 75,85

2000 54.918.882.000 114,84

2001 85.103.890.000 54.96

2002 101.741.286.000 19,55

2003 138.508.147.000 36,14 .

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propmsn Sumatera Selatan, Dipenda dalam angka beberapa tahun
(tahun 1994 - 2003)

Tabel tersebut menunjukkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor
relatif naik dari tahun ke tahun. Namun pertumbuhannya mengalami fluktuasi,
bahkan pada periode 1998/1999 pertumbuhannya mencapai angka negatif sebesar -
157,35 persen dan merupakan pertumbuhan yang terendah sepanjang periode
1994/1995 sampai 2003. Hal ini diakibatkan adanya krisis moneter dan kerusuhan
sehingga para penduduk enggan untuk membeli kendaraan bermotor. Akan tetapi
pada tahun—tahun berikutnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai pertumbuhan sebesar



114,84 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2003 terjadi peningkatan penerimaan
BBNKB sebesar 138,5 milyar dengan pertumbuhan sebesar 36,14 persen.

Semakin tinggi penerimaan pajak dari sektor ini juga disebabkan semakin
bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Selatan selama periode
1994/1995 sampai 2003, baik kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat.
Pemnintaan‘ akan alat transportasi akan berhubungan dengan jumlah penduduk,
panjang jalan yang tersedia dan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Dengan asumsi
setiap pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan penunggakan pembayaran Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor maka penerimaan daerah akan meningkat. Apabila
jumlah penduduk meningkat yang diiringi pendapatannya yang meningkat maka akan
meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli
alat transportasi akan meningkat yang pada akhirnya penerimaan bea balik nama
kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi
penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Pertumbuhan ekonomi diukur dari
naik-turunnya PDRB dan jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan ekonomi terus
meningkat dari tahun ke tahun (ceteris paribus) akan menyebabkan naiknya
pendapatan perkapita yang mencerminl;an kesejahteraan masyarakat suatu daerah
sehingga kemampuan masyarakat tersebut untuk membeli kendaraan bermotor akan
meningkat dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor akan mengalami

peningkatan.



1.2 Perumusan Masalah

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas
desentralisasi dan dekonsentrasi memberikan konsekuensi adanya pembagian
sumber-sumber keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kemampuan daerah
untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan
menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri merupakan faktor esensial dari

perwujudan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permaéalahan

sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor daldm komposisi penerimaan Pajak Daerah di Propinsi
Sumatera Selatan ?

2. Faktor-faktor apa vang mempengaruhi besarnya penerimaan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar'konlribusi dari penerimaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah ai Propinsi Suamtera
Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor Sumatera Selatan.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

(o3

Dapat mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Bea balik Nama
Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Suamtera
Selatan.

Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Sélalan

Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai refrensi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi yang berhubungan
dengan keuangan daerah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang

berhubungan dengan penerimaan daerah.
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